KATALOG

NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA MEDIA ONLINE DAN BAWASLU
KABUPATEN BELU

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
- Konteks Pentingnya Peran Media Online dalam Pengawasan Pemilu
- Peran Bawaslu Kabupaten Belu dalam Menjamin Integritas Pemilu Lokal
1.2 Tujuan MoU
- Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi antara Media Online dan Bawaslu Belu
- Memastikan Pemberitaan yang Objektif dan Akurat terkait Pemilu dan
Pengawasan
. ldentitas Pihak-Pihak yang Bersangkutan
2.1 Media Online
- Nama Media, Profil, dan Sejarah
- Struktur Redaksi dan Tim Jurnalis
- Cakupan Liputan dan Audiens
2.2 Bawaslu Kabupaten Belu
- Pimpinan dan Staf Terkait
- Fungsi dan Peran dalam Pengawasan Pemilu
- Pengalaman dan Prestasi Terkini
Lingkup Kerjasama
3.1 Pemberitaan Pemilu dan Pengawasan
- Kerjasama dalam Menyajikan Informasi Terkait Pemilu
- Penguatan Keterlibatan Media dalam Pengawasan Bawaslu
3.2 Forum Diskusi dan Edukasi Pemilih
- Pelaksanaan Diskusi Bersama terkait Pemilu
- Kampanye Edukasi Pemilih melalui Media Online
3.3 Peliputan Kegiatan Bawaslu
- Akses Media pada Acara dan Kegiatan Bawaslu
- Kolaborasi dalam Rilis Pers dan Konferensi
Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi
4.1 Pengawasan Terhadap Pemberitaan
- Mekanisme Pemantauan Konten
- Pertemuan Evaluasi Kualitas Informasi
4.2 Penanganan Keluhan dan Koreksi
- Prosedur Penanganan Keluhan dari Bawaslu
- Mekanisme Koreksi Berita jika Diperlukan

. Sumber Daya dan Dukungan
5.1 Dukungan dan Anggaran
- Kontribusi Keuangan dari Media Online
- Penggunaan Dana untuk Peningkatan Kualitas Pemberitaan
5.2 Akses Teknis dan Informasi
- Fasilitas dan Teknologi yang Disediakan oleh Bawaslu
- Pertukaran Data dan Informasi yang Diperlukan



6. Penutup
6.1 Komitmen Jangka Panjang
- Pernyataan Keseriusan dan Keberlanjutan Kerjasama
- Penandatanganan Kesepahaman
6.2 Kontak dan Informasi Lanjutan
- Informasi Hubungan dan Koordinasi
- Alamat dan Kontak Penting

Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang erat antara Media Online
dan Bawaslu Kabupaten Belu untuk memastikan informasi yang akurat, objektif, dan transparan
terkait proses pemilu dan pengawasan.



